
 
 

 
 

 

 

Lampiran 1 

 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN, WAWANCARA DAN 

PERMINTAAN DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2  

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

NO VARIABEL PERTANYAAN PENELITIAN 

1 Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan terkait pembangunan 
sistem peringatan dini (merujuk pasal 10-11 UU 
PKS) untuk mencegah konflik telah tercapai? 

 Bagaimana pola Penelitian dan Pemetaan 
dilaksanakan oleh K/L, apa indikator yang 
digunakan, dan apakah ada sisnkronisasi dengan 
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial? 

2. Efisiensi  Apakah sistem peringatan dini terpadu yang 
dibangun secara terpadu untuk mencegah konflik 
telah cukup efisien? 

3. Kecukupan  Seberapa jauh pencapaian hasil upaya 
pembangunan system peringatan dini dari tim 
terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat 
digunakan untuk memecahkan masalah dalam 
menyusun kebijakan peringatan dini pencegahan 
konflik baik secara kelembagaan ataupun terpadu? 

4 Kesamaan 
atau perataan 

 Bagaimana pelaksanaan pelaporan Rencana Aksi 
Penanganan Konflik Sosial yang disusun oleh K/L 
yang diserahkan ke Tim Terpadu Penanganan 
Konflik Sosial, bagaimana feedback-nya? 

5 Responsivitas  Apakah hasil kebijakan pembangunan sistem 
peringatan dini oleh tim terpadu penanganan 
konflik sosial telah memenuhi kebutuhan, 
preferensi, atau nilai informasi yang dibutuhkan 
dari K/L anggota tim terpadu? 

6 Ketepatan   Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar 
berguna atau bernilai?  

 Dalam Pengumpulan rencana aksi K/L, pemetaan 
ataupun penelitian  apakah sudah ada sharing 
informasi yang membantu dalam penyusunan 
kebijakan pencegahan konflik secara terpadu? 



 
 

 
 

  Pertanyaan 
Pendukung 

 Apakah kebijakan One Map Policy terkait sistem 
informasi konflik social sudah memungkinkan 
dilaksanakan? 

 Apa faktor pendukung dan penghambat kendala 
dalam pelaksanaan upaya pembangunan sistem 
peringatan dini secara terpadu? 

 Bagaimana pemanfaatan modal sosial yang 
dimiliki masing-masing K/L dalam deteksi dini 
terkait potensi konflik sosial yang ada sudah 
sinkron dan cukup sinergi? 

 Bagaimana posisi serta hubungan Kominpus dan 
Kominda dengan tim terpadu penanganan Konflik 
Sosial dalam pelaksanaan system peringatan dini 
pada pencegahan konflik sosial? 

 Hal apa saja yang perlu diakomodasi untuk 
mendukung sistem peringatan dini terpadu konflik 
sosial yang perlu dilakukan oleh secretariat tim 
terpadu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

 

KEGIATAN OBSERVASI PENELITIAN 

 

No Tanggal Kegiatan Tempat Keterangan 

1 27 
November 
2018 

Sarasehan 
Nasional Kearifan 
Lokal 2018 

Hotel 
Merlyn 
Park, 
Jakarta 

Kegiatan 
Kegiatan dihadiri 
perwakilan adat, 
BEM dan pelopor 
perdamaian, 
dilakukan 
pembekalan, 
diskusi dan 
deklarasi. 

2 4 Desember 
2018 

Rapat 
Konsinyering 
Evaluasi dan 
Penyusunan 
Program 
Direktorat 
Penanganan 
Daerah Tertentu, 
Kementerian 
Desa PDTT 

Hotel IZI, 
Bogor 

Evaluasi dan 
perencanaan 
program kerja 
Direktorat PDT, 
dihadiri oleh 
Konsultan dari 
ITP dan internal 
Direktorat. 

3 6 Februari 
2019 

Rapat 
Penyusunan 
Rencana Aksi 
Daerah (RAD) 
Penanganan 
Konflik Sosial 
Tahun 2019 

Hotel 
Grand 
Mercure, 
Jakarta 

Koordinasi terkait 
kebijakan 
penanganan 
konflik sosial, 
dihadiri oleh 
Dirjen Polpum, 
dan Seluruh Ka 
Bakesbang 
Provinsi 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.5 – 326 Tahun 2018 Tentang 

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Kabid 

Penanganan Konflik, Dirjen 

Polpum Kemendagri 

Wawancara Kasubdit Sosial, Ketertiban 

dan Ketentraman Umum, Pembinaan 

Masyarakat Taat Hukum, Jamintel 

Kejagung 

 

Kegiatan Wawancara Kementerian PMK 
dan Kementerian Sosial di Hotel Merlyn 

Park, 27 November 2018, Sumber 
Dokumen Pribadi. 

 

Sarasehan Nasional Kearifan Lokal 2018 
Kemensos 

Hotel Merlyn Park 27 November 2018, 
Sumber Dokumen Pribadi. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Konsinyering Kemendes PDTT di IZI Hotel Bogor, 4 
Desember 2018, Sumber Dokumen pribadi. 

 

Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019 

Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Di Hotel Grand Mercure 6 Februari 2019, 
Sumber Dokumen Pribadi. 
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http://esriindonesia.co.id/u/lib/esriid/cms/peranan-big-dalam-

pengembangan-geospasial-intelijen-di-indonesia.pdf 


